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KATA PENGANTAR

lhamdulillahirabbil’alamin, puji beserta syukur penulis

sampaikan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah

Swt. yang telah memberikan kenikmatan berupa iman,
Islam, sehat wal afiat sehingga buku ini dapat diseselaikan.
Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi
Muhammad saw, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi’in tabiat
tabi’in, dan semoga keselamatan selalu menyertai umatnya.

Buku berjudul: Penetapan Gubernur DIY Perspektif Fikih
Siyasah disusun agar masyarakat luas lebih memahami terkait
dengan ketatanegaraan kita, khususnya terkait otonomi daerah,
serta lebih khususnya lagi mengenai eksistensi Yogyakarta
sebagai salah satu daerah istimewa yang berada di NKRI. Bukan
hanya itu, wawasan kesiyasahan sebagai disiplin ilmu yang penulis
ambil menjadi nuansa yang memberikan warna bagi pembahasan
mengenai Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan demikian,
penulis berharap masyarakat bisa memahami eksistensi Daerah
Istimewa  Yogyakarta, tidak hanya dalam wawasan
ketatanegaraan Indonesia saja, melainkan juga ketatanegaraan
Islam.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kata
sempurna. Maka dari itu, penulis memohon maaf atas segala
kesalahn dan kekurangan baik dalam segi substansi ataupun dalam
segi penulisan di dalam skripsi ini. Penulis juga berharap
mendapatkan apresiasi berupa kritik dan saran dari siapa saja yang
membaca tulisan ini. Semoga kritik dan saran yang disampaikan
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dapat menjadi pemicu untuk bisa belajar lagi dari kesalahan-
kesalahan, supaya menjadi lebih baik dari hari-kehari.

Penulis juga tidak dapat menafikan keterlibatan banyak
pihak dalam penulisan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima
kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah
terlibat dalam membantu penulisan skrupsi ini. Khususnya kepada
kedua orang tua, kolega, sahabat, teman. Serta tidak lupa semua
pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga semuanya
selalu dalam keadaan baik-baik saja.

Bandung, Oktober 2025

Penulis
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PENDAHULUAN

egara Republik Indonesia yang memiliki bentuk
kesatuan dengan sistem negaranya republik. Bentuk
negara tersebut telah memiliki landasan berupa
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (1).! Konsekuensi dari
negara kesatuan yakni dibagi atas daerah-daerah yang bersatu
dalam Negara Republik Indonesia. Bentuk kesatuan yang
didefinisikan sebagai dibagi atas daerah, akan berbeda dengan
definisi terdiri dari daerah-daerah, yang mana jika redaksi yang
dipakai adalah terdiri dari daerah akan berimplikasi pada bentuk
perserikatan.? Dalam proses pembentukannya, negara kesatuan
terlebih dahulu membentuk negaranya, lalu kemudian dari satu
negara tersebut membagi-bagi wilayahnya dalam bentuk daerah-
daerah. Sedangkan negara perserikatan atau federasi, terbentuk
dari daerah-daerah (negara-negara bagian) yang telah memiliki
pemerintahannya sendiri, lalu kemudian bersepakat untuk
mengikatkan diri menjadi sebuah negara.

1 Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia
2 Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Materi Sosialisasi Empat Pila
MPR RI (Jakarta: Sekretariat MPR RI, 2017), h. 175.
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C.F Strong menerangkan bahwa negara dengan bentuk
kesatuan didefinisikan sebagai negara yang memiliki kewenangan
legislatif tertinggi berada pada legislatif pusat. Pemerintah pusat
juga memiliki kewenangan penuh di atas kewenangan pemerintah
daerah. Pemerintah daerah hanya mendapatkan mandat kekuasaan
atau kewenangan yang diberikan pemerintah pusat melalui hak-
hak otonomi daerah. Kewenangan daerah untuk memproduksi
peraturan itu bukan berarti daerah memiliki kedaulatan karena
peraturan-peraturan yang diproduksi daerah tetap ada dalam
pengawasan pemerintah pusat.>

Sedangkan menurut Prof. Sochino yang dinamakan negara
kesatuan ialah negara yang tidak memiliki negara-negara di dalam
negara tersebut schingga hanya ada satu pemerintahan saja.
Pemerintahan yang dimaksud adalah pemerintahan pusat yang
memiliki kekuasaan serta wewenang dalam pelaksanaan
pemerintahan negara menerapkan kebijakan negara serta
melaksanakan pemerintahan negara baik di pusat maupun di
daerah. Sedangkan dalam pandangan Jimly Asshiddiqi, yang
disebut sebagai negara kesatuan yaitu negara yang
pemerintahannya terbagi kedalam dua yang disebut pemerintahan
pusat dan pemerintahan daerah, serta keduanya memiliki batas-
batas yang tegas.*

Negara kesatuan yang dijadikan bentuk Negara Indonesia
tetap harus berorientasi pada tujuan negara itu sendiri. Dimana
tujuan didirikannya Negara Indonesia yaitu tiada lain untuk
melindungi bangsa Indonesia dan selurus tumpah darahnya. Dalam

3 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar llmu Politik (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,
2018), h. 269.
4 Rahman Robuwan dan Junaidi Abdillah. “Kajian Sosio-Yuridis Keistimewaan
Yogyakarta Ditinjau Dari Status Derah Khusus Dan Daerah Istimewa Dalam Teori
Negara Kesatuan Di Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Jurnal Fakta Hukum, Vol.
1(2022), h.91.
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mencapainya itu, perlu memperhatikan kebersamaan di antara
semua daerah, dengan tidak lupa memperhatikan kekhasan-
kekhasan yang dimiliki oleh daerah-daerah. Hal demikian perlu
diperhatikan karena adanya NKRI itu tidak terlepas dari siap
kebersamaan antara daerah-daerah.’

Kebersamaan daerah dalam menjalankan pemerintahannya
masing-masing tidak dimaknai sebagai keseragaman, melainkan
keberagaman. Keberagaman pemerintahan daerah di Indonesia
tidak berangkat dari otonomi daerah yang diberikan oleh
pemerintah pusat, melainkan pelaksanaan otonomi daerah oleh
pemerintah daerah dengan menyesuaikan terhadap kultur yang ada
di satu daerah. Sikap nasional yang demikian sangatlah perlu
karena bagaimanapun juga terbentuknya NKRI ini tidak terlepas
dari dukungan-dukungan daerah tatkala masa-pergerakan
nasional. Oleh karenanya, pemerintah pusat harus memperhatikan
sisi historis untuk memberikan pemaknaan terhadap otonomi
daerah.® Prinsip otonomi daerah juga tidak dapat dimaknai secara
politis, melainkan lebih mendasar pada pengakuan terhadap
daerah, baik hak, idensitias lokal, udaya, dan ekonomi. Pengakuan
tersebut menjadi dasar atas pembagian kekuasaan dan keuangan
pusat dan daerah secara seimbang dan adil. Dengan perkataan lain,
otonomi daerah sebagai syarat terciptanya kesatuan dan
kebersamaan dalam NKRI supaya tetap terjaga.’

Lebih lanjut lagi, Hari Sabarno memperkuat argumentasi
bahwa otonomi daerah akan mempererat tali kebersamaan NKRI.
Dengan hadirnya otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan

5 Hari Sabarno, Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa, Cetakan
Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 74.

6 Hari Sabarno. Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa, Cetakan
Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 74.

7 Hari Sabarno. Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa, Cetakan
Kedua (Jakrta: Sinar Grafika, 2008), h. 50.
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hak-hak dan wewenang secara proporsioanal untuk menjalankan
pemerintahannya dengan menyesuaikan terhadap kekhasan suatu
daerah. Pemerintah pusat akan menjamin dan melindunginyanya
selama kekhasan tersebut dijalankan tanpa keluar dari koridor
NKRI. Dengan melalui otonomi daerah pula, pusat ekonomi dapat
berjalan dengan lancar, dimana potensi ekonomi ini akan
memberikan keleluasaan daerah dalam mengelola potensi
ekonominya supaya dapat menambah devisa APBD. Selain
ekonomi, otonomi daerah juga berpotensi lebih memperkuat
demokrasi politik di daerah berlandaskan desentralisasi yang
berjalan secara konsisten, keberlanjutan dan proporsional.
Pemantapan demokrasi di daerah dinilai mendorong semakin
kuatnya demokrasi nasional. Tatkala masyarakat daerah
dibiasakan dalam partisipasi publik, seperti penentuan kebijakan,
atau dalam penentuan kepala daecrah dan DPRD, maka partisipasi
masyarakat dalam lingkup nasional juga secara otomatis
meningkat.®

Inti dari hadirnya otonomi daerah bisa menjadi upaya untuk
memaksimalkan hasil yang akan dicapai sekaligus menghindari
kerumitan hal-hal yang menghambat pelaksanaan otonomi daerah.
Dengan demikian, aspirasi dan tuntutan masyarakat secara
bertahap akan terwujud dengan nyata melalui penerapan otonomi
daerah dan kelangsungan pelayanan umum yang tidak diabaikan.
Hal demikian diharapkan lebih lanjut akan bermuara pada
kesejahteraan masyarakat secara merata.’

8 Hari Sabarno. Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa, Cetakan
Kedua (Jakrta: Sinar Grafika, 2008), h. 50.

9 Rahman Robuwan dan Junaidi Abdillah, “Kajian Sosio-Yuridis Keistimewaan
Yogyakarta Ditinjau Dari Status Derah Khusus Dan Daerah Istimewa Dalam Teori
Negara Kesatuan Di Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Jurnal Fakta Hukum, Vol.
1(2022), h.97.
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Negara kesatuan adalah prinsip dasar penyelenggaraan
pemerintahan daerah, dimana konsep tersebut memperkuat
eksistensi pemerintahan daerah sebagai bagian dari nasional.
Namun di sisi lain, hadirnya pemerintahan daerah akan
memberikan kekutan kepada masyarakat daerah untuk mengelola
semua kepentingannya. Kemudian inilah yang selanjutnya dikenal
dengan sebutan negara kesatuan yang didesentralisasikan.'”
Negara dengan bentuk kesatuan dengan didesentralisasikan akan
menghadirkan tupoksi-tupoksi tertentu yang dijalankan sendiri
sehingga menimbulkan relasi timbal balik antara pusat dan daerah
yang melahirkan adanya relasi kewenangan (daerah) dan
pengawasan (pusat).'!

Oleh karenannya, negara tidak mungkin menghilangkan
atau menafikan keberadaan daerah dengan hak otonominya, dan
begitu pula daerah tidak dapat menyangkal keberadaannya yang
menjadi bagian dari NKRI. Dengan demikian, kebijakan yang
dikeluarkan oleh daerah tidak diperkenankan untuk bertentangan
dengan kebijakan nasonal.'? Begitu pula aturan yang dikeluarkan
oleh daerah, baik berupa perda atau pergub, perbup/perwal dan
sebagainya tidak boleh bertentangan dengan peraturan nasioanal
(UU/PERPU, PP, Perpres dan lain sebagainya), karena kaidah atau
adagium hukum mengatakan /ex superior derogate legi inferior."

10 Rahman Robuwan dan Junaidi Abdillah. “Kajian Sosio-Yuridis Keistimewaan
Yogyakarta Ditinjau Dari Status Derah Khusus Dan Daerah Istimewa Dalam Teori
Negara Kesatuan Di Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Jurnal Fakta Hukum, Vol.
1(2022), h. 99.

11 Ni'matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2005), h. 92.

12 Anom Wahyu Asmorojati, Hukum Pemerintahan Daerah & Daerah Istimewa
Yogyakarta Dalam Bingkai NKRI (Yogyakarta: UAS Press, 2020), h.16-17.

13 Zaeni Asyhadi dan Arief Rahman, Pengantar IImu Hukum Cetakan Ketiga (Depok:
Raja Grafindo Persada, 2016), h. 96.
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Hadirnya otonomi daerah merupakan sebuah keharusan dari
sistem demokrasi yang dianut oleh Indonesia. Setidaknya terdapat
empat tuntutan terkait dengan pembentukan otonomi daerah.
Pertama, tuntutan hukum yang mana ciri dari negara hukum itu
adalah pembagian kekuasaan. Melalui pembagian kekuasaan
tersebut, dapat mencegah bertumpuknya kekuasaan pada tangan
pemerintah pusat serta mampu menghadirkan check and balances.
Kedua, tuntutan negara kesejahteraan yang berangkat dari negara
hukum. Dalam konstitusi Indonesia baik pembukaannya
mengamanatkan akan keharusan memberikan kesejahteraan sosial
untuk seluruh rakyat Indonesia. Ketiga, tuntutan demokrasi yang
memberikan ruang terhadap rakyat untuk mengambil peran dalam
menentukan keputusan negara. Demokrasi atau kerakyatan
menghendaki hadirmya otonomi daerah yang beserta badan
perwakilan sebagai representasi pasrtisipan rakyat. Keempat,
tuntutan kebhinekaan dengan tidak memakasakan keseragaman
untuk semua rakyat atau semua wilayah yang ada di Indonesia.
Keseragaman ini hanya akan berpotensi memecah persatuan dan
kesatuan bangsa. Setiap wilayah memiliki karakteristik budaya,
adat istiadat, potensi daerah yang berbeda. Sehingga pemaksaan
keseragaman hanya akan menambah perpecahan dan ancaman
disintegritas semata.'*

Berangkat dari tuntutan akan otonomi daerah tersebut,
maka dikenal adanya bentuk-bentuk disentralisasi. Pertama,
disentralisasi teritorial, dengan menyerahkan urusan pemerintahan
dalam penyelengaraan pemerintahan dari pusat kepada daerah atau
dari pemerintahan yang luas kepada pemerintahan yang bersifat
kewilayahan. Kedua, disentralisasi fungsional, yakni penyerahan
kewenangan dari pusat kepada daerah atau dari pemerintahan yang

14 Bagir Manan, Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Menurut UUD 1945 (Jakarta:
Pustaka Sinar Harapan, 1994), h. 1.
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ruang lingkupnya lebih luas kepada badan-badan yang bersifat
fungsional tertentu. Ketiga, disentralisasi politik, yaitu
pelimpahan kewenangan yang dilakukan oleh pemerintah pusat
berupa hak untuk mengurus sendiri rumah tangga pemerintahan
daerahnya. Keempat, disentralisasi kebudayaan, yakni berupa
pemberian hak kepada golongan tertentu sebagai penyelenggara
kebudayaannya sendiri. Kelima, disentralisasi administrative,
yakni penyerahan tugas administrative yang dilakukan oleh
pemerintah pusat kepada pemerintah administrative di daerah,
atau pemberian tugas administratif dari pemerintahan yang luas
kepada pejabat-pejabat administratif yang berada di lingkup
wilayah administratif di bawahnya. '3

Selain dari kelima bentuk-bentuk desentralisasi tersebut,
terdapat pula desentralisasi asimetris dalam istilah asing
disebutkan sebagai asymmetrical decentralization. Bentuk
desentralisasi ini merupakan salah satu bentuk upaya dalam
reformasi birokrasi pasca lengsernya pemerintah Orde Baru.
Disentralisasi asimetris (asymmetrical decentralization), yang
juga banyak dikenal orang sebagai otonomi asimetris (asymmetric
autonomy) didefinisikan sebagai pemberlakuan kewenangan yang
bersifat khusus atau istimewa dalam suatu negara. Otonomi
asimetris itu sebagai jalan keluar dari permasalahan hubungan
antara pusat dengan daerah.'®

Pemberian status sebagai daerah otonomi asimetris adalah
upaya menghadapi dua hal fundamental yang tengah dihadapi oleh
negara. Dua hal tersebut adalah budaya dan corak teknokratis-
manajerial. Dimensi budaya dijadikan alasan pemberian
asymmetric autonomy dalam mempertahankan besic boundaries

15 Bagir Manan. Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Menurut UUD 1945 (Jakarta:
Pustaka Sinar Harapan, 1994), h. 20-24.

16 Anom Wahyu Asmorojati, Hukum Pemerintahan Daerah & Daerah Istimewa
Yogyakarta Dalam Bingkai NKRI. (Yogyakarta: UAS Press, 2020), h. 23.
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unit politik atau sebagai apresiasi terhadap keuanikan daerah
tertentu. Pemberian asymmetric autonomy berdasarkan dimensi
budaya akan memberikan status keitimewaan/khusus yang
nantinya memberikan dorongan kelompok atau daerah menuntut
status keistimewaan atau khususan, meminimalkan potensi
kekerasan dan mempertahankan keutuhan NKRI. Adapun dimensi
corak teknosentris-manajerial menjadikan status keitimewaan/
khusus pada suatu negara dilatarbelakangi karena kapasitas
pemerintah daerah yang tidak dapat memberikan pelayanan publik
secara efektif dan efisien terhadap masyarakatnya akibat
keterbatasan dalam daerah. Dalam menyikapi hal tersebut,
pemerintah pusat perlu memberikan perlakuan khusus/istimewa
sampai tercapai tujuannya dalam memberikan pelayanan yang
efektif dan efisien sebagaimana daerah setingkatnya yang lain.

Maka status asymmetric autonomynya bersifat sementara.'’

Sementara itu menurut Tillin mengklasifikan acymmetry
decentralization menjadi dua, yakni acymmetry de facto dan
acymmetry de juere. Jenis asimetri de facto merujuk pada adanya
perbedaan wilayah, potensi ekonomi, budaya dan bahasa, atau
perbedaan dalam otonomi sistem perwakilan atau kewenangan
yang timbul karena memiliki karakteristik yang berbeda dalam
suatu daerah. Sedangkan asimetri de jure dihasilkan konstitusi
untuk mencapai tujuan tertentu.!'8

Di samping bentuk negara kesatuan, Indonesia juga
menggunakan bentuk republik dalam pemerintahannya. Melalui
bentuk pemerintahan ini konsekuesnsinya bahwa setiap keputusan
negara harus diberikan kepada rakyat sebagai penentu. Hal

17 Kemitraan Partnership, Kebijakan Otonomi Khusus Di Indonesia: Pembelajaran
Dari Kasus Aceh, Papua, Jakarta Dan Yogyakarta (Jakarta: Kemitraan Bagi
Pembaruan Tata Pemerintaan Indonesia.), h. 10.

18 Sri Nur Hari Susanto, “Desentralisasi Asimetris Dalam Konteks Negara Kesatuan,”
Administrative Law&Govermence Journal 2 (2019), h. 642.
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demikian sebagaimana definisi dari republik itu sendiri yang brasal
dari bahasa latin respublica. Terdiri dari kata res yang artinya
memiliki atau kepunyaan, dan publica yang berarti umum atau
orang banyak. Artinya, segala keputusan harus menjadi miliki
khalayak umum (rakyat).!” Rakyat memiliki tempat tertinggi
dalam memutuskan suatu perkara yang ada dalam suatu negara,
dan rakyat memiliki kedaualatannya untuk memutuskan
keputusan yang terkait dengan negara. Bentuk pemerintahan
republik ini menjadi kesepakatan bersama yang disepakati oleh
BPUPKI karena menilai bahwa upaya untuk melibatkan rakyat
merupakan upaya memodernisasi Indonesia.?’ Melalui bentuk
republik ini, maka corak demokrasi dalam sistem negara harus
dijalankan dan diwujudkan yang kemudian nantinya akan
berimplikasi pada desentralisasi pemerintahan sebagaimana
dijelaskan sebelumnya. Hadirnya demokrasi dan desentralisasi
menunjukan negara telah menyelenggarakan kepentingan umum
sesuai dengan konsep republik itu sendiri. Sekaligus menandakan
konsistensi pemerintahan republik yang berimplikasi pada sistem
negara otoritarian dan menjadikan sentralisasi sebagai ciri
pemerintahannya.?!

Implementasi dari bentuk pemerintahan republik itu adalah
dilaksanakannya pemilihan umum sebagai bentuk representasi
dari dikembalikannya keputusan pada kehendak rakyat. Pemilu
yang telah dilakukan sejak tahun 2004 telah mencerminkan atau
merepresentasikan bagaimana bentuk pemerintahan republik
dilaksanakan. Pemilihan umum yang menyeluruh baik legislatif
(pusat dan daerah) ataupun pemilihan presiden dan kepala daerah
adalah bentuk dari universalitas pemerintahan dengan bentuk

19 Hotma P Sibuea, IImu Negara (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 190-196.

20 Anom Wahyu Asmorojati, Hukum Pemerintahan Daerah & Daerah Istimewa
Yogyakarta Dalam Bingkai NKRI. (Yogyakarta: UAS Press, 2020), h.2.

21 Hotma P Sibuea, IImu Negara. (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 190-196.
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republik ini.??> Melalui pemilihan kepala daerah dan DPRD, maka
kedaulatan rakyat tidak hanya dijalankan dalam hal negara
semata, melainkan dijalankan pula dalam masing-masing
dacarhnya sebagai tanda hadirnya otonomi daerah.

Pemilihan kepala daerah merupakan pengejawantahan dari
cita-cita reformasi 1998. Sebelum hadirnya reformasi, kepala
daerah pengengkatannya kental akan politik kepentingan
pemerintah pusat. Terlebih pada masa orde baru, yang
mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dimana
kepala daerah diusulakan oleh DPRD dan diangkat oleh presiden.
Pengangkatan itu tentunya harus dari kalangan ABRI dan Golkar
yang merupakan rumah politi Soeharto sendiri selaku presiden.?

Keadaan demikian tidaklah berlangsung lama karena pasca
reformasi 1998 diterbitkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun
1999, yang mana dalam undang-undang ini DPRD tidak sebagai
pengusul melainkan memilih kepala daerah, sedangkan presiden
hanya menetapkan saja. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
kemudian berusaha disempurnakan melalui Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004, yang mana dalam undang-undang tersebut
menghendaki kepala daerah untuk dipilih melalui pemilihan umum
kepala daerah.”* Demikianlah upaya-upaya reformasi secara
bertahap yang dilakukan untuk keran demokrasi supaya lebih
berjalan dengan lancar.

22 A.M. Fatwa, Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945 (Jakarta: Kompas,
2009). h. 49.

23 Kurniawati Hastuti Dewi, dkk. Gagasan Pemilihan Umum Kepala Daerah Asimetris:
Menuju Tata Kelola Pemerintah Daerah Demokratis, Akuntabel Dan Berkelanjutan
(Yogyakarta: Calipulis, 2016), h. 32.

24 Kurniawati Hastuti Dewi., dkk. Gagasan Pemilihan Umum Kepala Daerah
Asimetris: Menuju Tata Kelola Pemerintah Daerah Demokratis, Akuntabel Dan
Berkelanjutan (Yogyakarta: Calipulis, 2016), h. 33-34.
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Selain untuk memperkuat demokrasi dan desentralisasi,
pemilihan kepala daerah secara langsung juga sebagai upaya
memperkuat sistem pemerintahan presidensil yang diharapkan
oleh para akademisi dan para praktisi. Oleh karena presiden mulai
tahun 2004 dipilih melalui pemilihan umum secara langsung oleh
rakyat, maka sebagai lembaga eksekutif di daerah, kepala daerah
juga perlu dipilih dengan melibatkan seluruh masyarakat daerah.?

Kehendak rakyat di daerah-daerah untuk memilih kepala
daerah nampaknya tidak dapat dijalankan sepenuhnya dalam
lingkup Daerah Istimewa Provinsi Yogyakarta. Yogyakarta
sebagai provinsi yang diberikan keistimewaan dacarahnya tidak
dapat menjalankan pemilihan umum kepala daerah karena kepala
daerahnya secara mutatis mutandis adalah keturunan Sri Sultan
Hamengku Buwono dan Adipati KGPAA Pakualam.?® Keadaan
yang demikain telah dijamin oleh konstitusi sebagaimana
amanatnya dalam Pasal 18B ayat (1): “Negara mengakui dan
mengakui satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat
khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-
undang.’?” Sebagai pelaksanaan dari amanat Undang-Undang
Dasar tersebut telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan daerah, yang juga kemudian diatur
secara spesifik lagi dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012
tentang Keistimewaaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Hadirnya pengakuan negara terhadap satuan pemerintahan
khusus atau yang bersifat istimewa merupakan penghormatan
pada keadaan pluralisme yang dimiliki Negara Kesatuan Republik

25 Kurniawati Hastuti Dewi, dkk. Gagasan Pemilihan Umum Kepala Daerah Asimetris:
Menuju Tata Kelola Pemerintah Daerah Demokratis, Akuntabel Dan Berkelanjutan
(Yogyakarta: Calipulis, 2016), h. 35-38.

26 Agus Santoso, Menyikap Tabir Otonomi Daerah Di Indonesia (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2013), h. 224.

27 Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia.
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Indonesia. Maka bisa dikatakan bahwa dasar hukum tersebut juga
dalam ajaran Islam sej alan dengan Surat Al-Hujurat ayat 13:

HES; thas )wb; AGER Iy

SN R PRGN
“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu
dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami
menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu
saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu
di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya
Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.”

Tata cara kepemimpinan yang berbeda menjadi kekhasan
dari keistimewaan Yogyakarta karena seperti disinggung
sebelumnya bahwa yang menjabat sebagai Gubernur dan Wakil
Gubernur DIY adalah Sultan Hamengku Buwono dan KGPAA
Pakualama yang sedang bertahta. Hal demikian juga senada
dengan sabda Nabi SAW:

rmell o slae omy g e Yl Lo ol S O
0206 Jal S iy Lo gl i gl A S Jlis
Jal o Wl Jo s i Hal 0 Sy o e
Ml o Jlal Jomy 2o iy S o 0625 oy ke
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Ageiy Joms

“Bagaimana kamu akan memutuskan hukum apabila dibawa
kepada kamu sesuatu permasalahan? Muaz menjawab. “Saya akan
memutuskan hukum berdasarkan kitab Allah” Nabi bertanya lagi?
“Sekiranya kamu tidak mendapati dalam kitab Allah? ‘jawab
Muaz: “Saya akan memutuskan berdasarkan Sunnah” Tanya Nabi
lagi: Sekiranya Kamu tidak menemui dalam Sunnah? “Muaz
menjawab, “Saya akan berijtihad dengan pandanganku. Nabi pun
bersabda: “Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufiq
kepada utusan Rasulullah.

Keberadaan otonomi khusus dan otonomi istimewa memang
diperbolehkan di dalam lingkup pemerintahan Indoenesia
sepanjang itu dibenarkan oleh undang-undang dan bukan
merupakan hal yang diurusi oleh pemerintahan pusat. Adapun hal-
hal yang menjadi kewenangan pemerintah pusat termuat dalam
Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
pemerintahan daerah. Di dalam pasal itu terdapat enam
kewenangan pemerintah pusat yang tidak boleh diikutcampuri
oleh pemerintahan daerah, yakni politik luar negeri, pertahanan,
keamanan, peradilan, moneter dan fiscal nasional, serta agama.
Otonomi khusus dan otonomi istimewa juga sebagaimana daerah
otonomi lainnya harus tetap berjalan dalam koridor NKRI.?®

Sebagai negara yang telah final dan disepakati bersama
untuk menggunakan bentuk kesatuan serta bentuk pemerintahan
republik sudah menjadi konsekuensi bagi penyelenggaraan negara

28 Agus Santoso, Menyikap Tabir Otonomi Daerah Di Indonesia. (Yogakarta: Putaka,
2013), h. 224-225.
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untuk mengedepankan corak demokrasi. Corak ini memberikan
keleluasaan rakyat atau masyarakat umum untuk menentukan
keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Sebagai
ciri dari penggunaan corak demokrasi itu, maka sudah sepatutnya
pula diterapkan sistem desentralisasi pemerintahan daerah.
Pemberian disentralisasi memberikan kewenangan daerah untuk
menjalankan pemerintahan yang terlepas dari pemerintahan pusat,
namun tetap dalam koridor NKRI. Di samping bentuk
implementasi teori demokrasi melalui pelekasanaan pemilihan
umum secara berkala, demokrasi juga dicirikan dengan
pembatasan kekuasaan. Dalam nuansa konstitusi Indonesia,
pembatasan kekuasaan salah satunya ditandai dengan larngan
mencalonkan diri untuk ketiga kalinya dalam kontestasi pemilihan
umum (untuk lembaga eksekutif), baik presiden maupun kepala
daerah. Keadaan tersebut adalah upaya dalam menyukseskan
tuntutan reformasi 1998 yang berangkat dari pengalaman
pemilihan presiden selama kurang lebih tiga dekade tanpa adanya
pembatasan dalam waktu pemerintahan.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 corak
demokrasi di daerah disinggung tepatnya dalam pasal 60, yang
menegaskan bahwa masa jabatan kepala daerah hanya dibatasi
selama lima tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang
sama hanya untuk satu kali masa jabatan.?’ Pasal ini menjadi
sebuah penyesusaian terhadap jabatan presiden yang telah secara
jelas diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi
apabila berbicara terkait prosedur teknis mengenai bagamaimana
pemilihan kepala daerah itu harus dilaksanakan, tidak ada
keharusan dengan melalui cara pemilihan umum. Sehingga ini
menjadi sebuah tanda bahwa negara melalui undang-undangnya

23 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
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masih memberikan keleluasaan mengenai cara pemeilihan kepela
daerah, mengingat terdapat daerah yang bersifat istimewa.

Keberadaan pemerintahan Yogyakarta memiliki corak
berbeda dengan pemerintahan lainnya karena tidak ada
penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur.
Keadaan demikian merupakan hal yang bertentangan dengan
corak demokrasi yang telah disepakati oleh para founding father.
Hal ini menyebabkan keadaan yang tidak simetris antara
pemerintahan di nasional dan di daerah. Keberadaan Yogyakarta
dengan tanpa adanya pemilihan umum tentunya tidak sejalan
dengan prinsip demokrasi daerah yang menghendaki rakyat daerah
untuk menentukan siapa yang layak menjadi pemimpinnya melalui
pesta demokrasi.

Selain itu, dengan hadirnya Undang-Undang Keistimewaan
(Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta), pasal 60 Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tidak berlaku karena dalam undang-undang
keistimewaan mengenai pemilihan gubernur mensyaratkan
haruslah Sultan Hmengku Buwon dan KGPAA Pakualam yang
bertakhta. Artinya, selama yang bersangkutan masih menduduki
takhta sebagai Sultan dan Adipati artinya masih memiliki hak
untuk mencalonkan, tidak terbatas pada periode-periode yang
dijalankan sebagaimana di daerah-daerah lain.

Dalam bagan di atas, dapat kita ketahui bersama mengenai
bagaimana pemilihan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
dijalankan serta melihat pula teori-teori mengenai siyasah
dusturiyah. Bersama-sama kita bisa liat bahwa dalam menjalankan
pemerintahan yang bercorak istimewa itu, Yogyakarta tidak serta
merta berjalan tanpa adanya aturan. Dikarenakan di Daerah
Istimewa Yogyakarta ini yang menjadi keistimewaanya adalah
terkait pengisian jabatan gubernur yang secara pengisian dan
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pemilihannya berbeda dengan daerah-daerah lain di Indonesia.
Maka sangat perlu kita membahas mengani pemilihan gubernur
tersebut.

Dalam menjalankan keistimewaan, Daerah Istimewa
Yogyakata berpegang teguh pada Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia sebagai hukum tertinggi, tepatnya dalam pasal
18B. Kemudian sebagai peraturan di bawahnya yaitu, Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagai peraturan yang sifatnya umum. Maka dari itu, perlu
adanya peraturan yang sifatnya khsusu untuk mengatur lebih
mendalam, maka digunakanlah Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Di
dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diatur mengenai
pemilihan kepala daerah yang mana di dalamnya mengatur
layaknya pemilihan kepala negara yang dibatasi hanya lima tahun
dan dapat dipilih lagi hanya dalam satu masa jabatan. Serta
pemilihan kepala daerah yang sewajarnya dilakukan melalui
pemilihan umum.

Namun, dalam keistimewaan Yogyakarta, pemilihan
gubernur tidak dijalankan dengan pemilihan umum, melainkan
ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Daerah. Selain itu, karena
syarat dari menjadi gubernur dan wakil gubernur terbatas pada
Sultan Hamengku Buwono dan KGPAA Paku Alam yang bertahta.
Maka klausul “dapat mencalonkan kembali hanya dalam satu masa
jabatan” tidak berlaku. Hal ini yang menjadi daerah dalam Negara
Kesatuan Republik Indonesia tidak sama atau disebut
desentralisasi asimetris. Dilihat dalam ketidak sesuaiannya
dengan seluruh daerah, maka pada hakikatnya hal ini membawa
pada kebermanfaatan atau kemaslahatan sesuai dengan prinsip
figih siyasah.
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Buku berjudul: Penetapan Gubernur DIY
Perspektif Fikih Siyasah disusun agar
masyarakat luas lebih memahami terkait
dengan ketatanegaraan Indonesia,
khususnya terkait otonomi daerah, serta
lebih khususnya lagi mengenai eksistensi
Yogyakarta sebagai salah satu daerah
istimewa yang berada di NKRI. Bukan hanya
itu, wawasan kesiyasahan sebagai disiplin
ilmu yang penulis ambil menjadi nuansa
yang memberikan warna bagi
pembahasan mengenai Daerah Istimewa
Yogyakarta.

Dengan hadirnya buku ini di tangan
pembaca, diharapkan masyarakat bisa
memahami eksistensi Daerah Istimewa

Yogyakarta, tidak hanya dalam wawasan
ketatanegaraan Indonesia saja, melainkan
juga ketatanegaraan Islam.
Selamat membaca!
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